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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 100 TAHUN 2014

TENTANG

PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN

DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL

PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan
penataan manajemen kepegawaian, dan untuk menjamin
efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelaksanaan tugas
dan fungsi jabatan struktural dalam setiap satuan
organisasi, perlu menetapkan Peta Jabatan dan Uraian
Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Menteri
Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5944);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 24);
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3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65
Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai;

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66
Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Kesehatan Kerja Pelayaran;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67
Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Teknologi Keselamatan Pelayaran;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30
Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Distrik Navigasi;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, sebagaimana
telah di ubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Pelabuhan Batam, sebagaimana telah di
ubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 47 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 629);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETA
JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI
LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN.

Pasal 1

(1) Peta Jabatan merupakan susunan jabatan yang menggambarkan
seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja, baik
secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan,
tugas, dan tanggung jawab, serta kompetensi jabatan.

(2) Uraian jenis kegiatan jabatan merupakan bentuk proses kegiatan yang
dilaksanakan untuk mengolah bahan-bahan kerja menjadi hasil kerja
sesuai dengan tanggung jawab, kewenangan, serta tugas dan fungsi.

Pasal 2

Peta jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan Unit Pelaksana Teknis Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian
Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
Perhubungan ini.

Pasal 3

Peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib digunakan
sebagai bahan dalam melaksanakan penyusunan formasi, penghitungan
analisis beban kerja, dan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional
tertentu dan jabatan fungsional umum di lingkungan Unit Pelaksana
Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Pasal 4

Uraian jenis kegiatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib
digunakan sebagai bahan dalam penyusunan rencana kerja pegawai,
sasaran kerja pegawai, dan penilaian prestasi kerja pegawai di lingkungan
Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian
Perhubungan.

Pasal 5

(1) Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi bertanggung jawab terhadap
koordinasi pembinaan peta jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan
di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

www.peraturan.go.id



2015, No.98 4

(2) Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bertanggung jawab
terhadap penerapan peta jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan di
lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut Kementerian Perhubungan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2013 tentang Peta Jabatan dan Uraian
Jenis Kegiatan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang
mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 100 TAHUN 2014
TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN
JABATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN

DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL

PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Kementerian Perhubungan

Sampai pada saat Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan Unit
Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Kementerian Perhubungan berjumlah 18 (delapan belas) jenis dan kelas unit
organisasi, sebagai berikut:

a. Kantor Kesyahbandaran Utama

b. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama

c. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I

d. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II

e. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III

f. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV

g. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V

h. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I

i. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II

j. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III

k. Kantor Pelabuhan Kelas Utama Batam

l. Distrik Navigasi Kelas I

m. Distrik Navigasi Kelas II

n. Distrik Navigasi Kelas III

o. Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I

p. Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II

q. Balai Kesehatan Kerja Pelayaran dan

r. Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.
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